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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa,  

1. Penerapan sanksi administrasi dalam uji emisi kendaraan bermotor di Kota 

Samarinda terbukti efektif menurunkan angka pelanggaran. Pada tahun 

2018, dari 1.913 kendaraan yang mengikuti uji emisi, 55% dinyatakan tidak 

lolos dan hanya 45% yang lolos. Sejak diberlakukan sanksi administrasi 

berupa teguran halus melalui pemasangan stiker “tidak lolos” pada 

kendaraan yang gagal uji emisi, persentase kendaraan yang tidak lolos 

mulai menurun. Pada tahun 2021, dari 1.800 kendaraan yang diuji, angka 

ketidaklolosan turun menjadi 40%, dan pada tahun 2025 hanya tersisa 10% 

kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Penurunan ini menunjukkan bahwa 

sanksi administrasi tersebut efektif dalam meningkatkan kepatuhan 

masyarakat terhadap kewajiban uji emisi. 

2. Meskipun penerapan sanksi administrasi dalam uji emisi kendaraan 

bermotor di Kota Samarinda telah terbukti efektif menurunkan persentase 

pelanggaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda masih menghadapi 

berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan 

prasarana, minimnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan 

alat uji emisi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya uji 

emisi, serta belum adanya regulasi yang spesifik terkait uji emisi di Kota 

Samarinda.  
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B. Saran 

Bedasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Lingkungan Hidup perlu 

memperkuat dasar hukum melalui penerbitan peraturan daerah atau 

peraturan gubernur mengenai kewajiban uji emisi di Kota Samarinda. 

2. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan sarana prasarana uji emisi, 

baik dari segi jumlah alat uji maupun tenaga teknis yang bersertifikat, 

sehingga target jumlah kendaraan yang diuji dapat tercapai secara optimal. 

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu gencar melakukan 

sosialisasi dan edukasi publik mengenai pentingnya uji emisi. 

4. Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda perlu berkordinasi dengan Dinas 

Perhubungan Kota Samarinda, dan Polresta Samarinda dalam rangka 

pelaksanaan uji emisi, agar pengawasan dan penerapan sanksi administratif 

dapat berjalan lebih efektif. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Ala Uji Emisi 

 

 
Sumber Gambar : Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 

2025 

 

 

Lampiran 2 Wawancara 

 

 
Sumber Foto : Wawancara dengan Iwan Setiawan. S.SL selaku 

UPT di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2025 
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Sumber gambar : Wawancara Redy Harie Senjaya, ST, M.M 

selaku Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas 

Perhubungan Kota Samarinda 2025 
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Lampiran 3 SURAT PENELITIAN 
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